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Selain sektor riil (perdagangan dan jasa), dalam
sistem ekonomi kapitalistik berkembang pula sektor
non-riil atau sektor keuangan. Dalam sektor ini,
uang tidak lagi dianggap sebagai alat tukar semata
tapi juga sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan
atau diambil ‘manfaatnya’. Salah satu bentuknya
adalah “jasa” asuransi. Mereka memang
menganggap usaha ini, sebagaimana perbankan,
sebagai jasa. Padahal bila ditilik lebih jauh usaha
tersebut adalah memperlakukan uang sebagai
komoditi seperti disebut diatas. Maka asuransi
adalah sebuah usaha yang mengambil keuntungan
dari komoditas uang yang berputar dalam jasa
jaminan.

Pengertian Asuransi

Dr. H. Hamzah Ya’cub dalam buku Kode Etik Dagang
Menurut Islam, menyebut bahwa asuransi berasal
dan kata dalam bahasa Inggris insurance atau
assurance yang berarti jaminan. Dalam pasal 246
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
dijelaskan bahwa asuransi adalah: “suatu perjanjian,
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri
kepada seorang tertanggung dengan suatu premi



untuk memberikan penggantian kepadanya karena
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak
tertentu.”

Pada awalnya asuransi dikenal di Eropa Barat pada
Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu
pada abad 13-14, seiring dengan meningkatnya lalu
lintas perhubungan laut antar pulau, berkembanglah
asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa sendiri
baru dikenal pada awal abad ke-19. Kodifikasi
hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte
memuat pasal-pasal tentang asuransi dalam KUHD.
Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD
Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih
dipakai di Indonesia.

Bentuk asuransi sekarang sudah sangat beragam.
Disamping yang telah disebut, juga ada asuransi
kecelakaan, asuransi kerusakan, aasuransi
kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit,
bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada
pemain bola, suara pada penyanyi dan sebagainya).

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah mengalihkan
risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang
tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia
mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian
yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima
risiko itu disebut penanggung (insurer). la mau
melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi
kemanusiaan saja (bahkan mungkin alasan sosial ini



memang tidak pernah ada), tapi karena la melihat
dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil
keuntungan. Sebagai perusahaan. pihak penanggung
bagaimanapun lebih dapat menilai besarnya risiko
itu dan pada pihak tertanggung (insured) seorang.
Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi
penanggung dan berapa besar persentase
kemungkinan klaim yang akan diterimanya.
didukurig analisa statistik. perusahaan asuransi
dapat menghitung besarnya penggantian kerugian.
Dan dari jumlah inilah perusahaan memintakan
premi kepada pihak tertanggung. Di luar itu,
perusahaan asuransi masih memasukkan biaya
operasional dan margin keuntungan untuk
perusahaan. Ini merupakan teknik perusahaan
asuransi untuk meraup untung. Bila biaya
operasiorial dan margin keuntungan dari satu
nasabah tentanggung sudah diperoleh, ditambah
dengan perolehan bunga dan uang premi nasabah
tiap bulan yang disimpan di bank, maka perusahaan
asuransi tentu saja akan meraup untung berlipat-
lipat dan semakin banyak nasabah yang berhasil
digaet.

Memang diakui masih ada kemungkinan dalam
prakteknya perhitungan tteliti itu meleset. Dalam
arti, masih ada bahaya besar bagi perusahaan bila
menanggung sendiri. Tapi kemungkirian itu sangat
kecil, kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali.
Disamping itu, perusahaan bisa berupaya agar risiko
itu ditanggung pula oleh pihak lain. Inilah yang
dinamakan reasuransi.



Bentuk Asuransi

Prof. KH. Alie Yafie dalam buku Menggagas Figh
Sosial, mengutip uraian Prof. Dr. Wirjono
Projodikoro, SH dalam buku Hukum Asuransi di
Indonesia, dan Ny. Emmy Pangaribu Simanjuntak,
SH dalam Hukum Pertanggungan, menyebut ada
beberapa bentuk asuransi.

Pertama, bila ditilik dan segi maksud dan tujuan
yang hendak dicapai, asuransi dapat dibagi menjadi
tiga, yakni Asurarisi Ganti Kerugian, Asuransi
Sejumlah Uang dan Asuransi Wajib. Asuransi Ganti
Kerugian atau Asuransi Kerugian adalah suatu
bentuk asuransi dimana terdapat suatu perjanjian
berupa kesediaan pihak penanggung untuk
mengganti kerugian yang diderita oleh pihak
tertanggung. Ada kalanya penggantian kerugian
yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak
dapat disebut ganti rugi yang sesungguhnya. Yang
diterimanya itu sebenarnya adalah hasil penentuan
sejumlah uang tertentu yang telah disepakati kedua
belah pihak. Disebut kesepakatan, karena siapa yang
mau nyawanya diganti dengan sejumlah uang?
Asuransi yang dernikian ini disebut Asuransi
Sejumlah Uang atau Asuransi Orang, yang
merupakan lawan (muqgabil) dari asuransi ganti
kerugian yang dianggap sebagai asuransi yang
sesungguhnya. Yang termasuk golongan asuransi
ganti kerugian ialah asuransi kebakaran, asuransi
laut, asuransi pengangkutan di darat dan
sebagainya. Dan yang termasuk golongan asuransi
sejumlah uang ialah asuransi jiwa dan asuransi



kecelakaan. Di Barat istilah insurance digunakan
untuk asuransi ganti kerugian sedang assurance
untuk asuransi sejumlah uang.

Sedang dalam Asuransi Wayjib, dikatakan wajib
karena ada salah satu pihak yang mewajibkan
kepada pihak lain dalam mengadakan pperjanjian.
Pihak yang mewajibkan ini biasanya adalah pihak
pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertindak
sebagai penanggung. lyang mewajibkan asuransi ini
berdasarkan atas pertimbangan untuk melindungi
golongan lemah dan bahaya yang mungkin akan
menimpanya. Disamping itu juga ada tujuan lain,
yakni mengumpulkan sejumlah uang premi yang
dapat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan
lain yang dianggap lebih penting.

Kedua, apabila ditilik dari sudut badan usaha yang
menyelenggarakan aasuransi, maka dapat dibagi
menjadi dua, yakni Asuransi Ppremi dan Asuransi
Saling Menanggung. Asuransi premi adalah bentuk
asuransi biasa. Dalam asuransi ini terdapat suatu
perusahaan aasuransi di satu pihak yang
mengadakan persetujuan asuransi dengan masing-
masing pihak tertanggung secara sendiri-sendiri,
dimana diantara tertanggung tidak ada hubungan
hukum satu sama lain. Kebalikannya, di dalam
asuransi saling menanggung ada suatu persetujuan
dari semua para pihak tertanggung selaku anggota.
Mereka tidak membayar premi, melainkan
membayar semacam iuran kepada pengurus dan
perkumpulan. Dan juga selaku anggota
perkumpulan, mereka akan menerima pembayaran



apabila memenuhi syarat, yang tergantung pada
peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan
terjadi.

Hukum Asuransi

Tagiyyudin al-Nabhani dalam kitab al-Nidzamu al-
Igtishady fi al-Islam, menyatakan bahwa asuransi
adalah mu’amalah yang batil, oleh sebab dua
perkara. Pertama, karena tidak terpenuhinya agad
dalam asuransi sebagai agad yang sah menurut
syara’. Kedua, karena agad dalam asuransi tidak
memenuhi syarat bagi sahnya agad jaminan
(dhaman).

Menurut Tagiyyudin, sebuah agad dinilai sah oleh
Islam bila agadnya itu sendiri berlangsung secara
sah, dan itu menyangkut barang atau jasa. Agad
terjadi menyangkut barang, baik dengan imbalan
seperti dalam agad jual bell, atau tanpa irnbalan
seperti dalam hibah atau hadiah. Agad bisa pula
terjadi pada jasa, baik dengan imbalan seperti dalam
ijjarah (perburuhan) atau tanpa imbalan seperti
dalam agad pinjaman (ariyah). Dilihat dan kategori
ini, agad asuransi tidaklah termasuk agad, baik
menyangkut barang ataupun jasa. Karena faktanya,
agad asuransi itu berkaitan dengan perjanjian atas
jaminan pertanggungan. Janji ini tidak dapat
dianggap barang, karena dzatnya tidak bisa
dinikmati serta dimanfaatkan. Tidak bisa juga
dianggap jasa, karena tidak ada yang bisa
memanfaatkan janji itu balk secara langsung
maupun tidak. Adapun didapatnya sejumlah uang
berdasarkan jariji kesediaan menanggung itu, tetap



tidak dapat merubah fakta bahwa janji itu bukanlah
jasa, karena uang pertanggungan itu hanyalah
merupakan akibat dari kesepakatan yang telah
dilakukan sebelumnya. Dari itu jelaslah bahwa
asuransi tidak memenuhi syarat agar bisa disebut
agad yang sah. Pendapat ini didukung oleh Khalid
Abd. Rahman Ahmad dalam bukunya al-Tafkir al-
Igtishady fi al-Islam.

Masih menurut Syekh Taqiyyudin, jaminan (dhaman)
adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada
pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu
kewajiban. Dalam pemindahan harta seseorang
kepada pihak lain itu disyaratkan harus ada
penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun ‘anhu)
dan yang menerima jaminan (madhmun lahu). Lalu
agar jaminan itu sah, disyaratkan terjadi dalam
perkara penunaian hak harta yang benar-benar
wajib dipenuhi oleh yang dijamin, seperti hutang,
atau yang akan jatuh tempo pemenuhannya, seperti
mahar atau garansi terhadap barang dan
sebagainya. Jika yang dijamin tidak mendapatkan
apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi
pemindahan harta. Yang tidak wajib ditunaikan oleh
pihak yang dijamin tentu lebih tidak wajib ditunaikan
oleh pihak penjamin.

Dalilnya, Syekh Taqiyyudin menunjuk sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ dan Jawir. Dalam
hadits ini diriwvayatkan, “Rasulullah SAW pernah
tidak bersedia menshalatkan (mayat) seorang laki-
laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya).
Rasulullah SAW. disodori jenasahnya (untuk



dishalatkan), kemudian beliau bersabda: “Apakah la
mempunyai hutang?” Mereka menjawab: “Benar,
yaitu dua dinar.” Kemudian beliau bersabda:
“Shalatkan sahabat kalian.” Kemudian Abu Qathadah
al-Anshari berkata: “Biarkan hutangnya menjadi
tanggunganku, ya Rasulullah. Maka beliau lalu mau
menshalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan
berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah
SAW, beliau bersabda: “Aku lebih utama bagi setiap
mukmin dan diri mereka sendiri. Maka barang siapa
yang meninggalkan hutang, akulah yang akan
melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan
warisan maka harta warisan itu bagi pewarisnya.

Kisah dalam hadits di atas menunjukkan adanya
agad jaminan, yakni dalam apa yang telah dilakukan
oleh Abu Qathadah dengan menjamin kewajiban
pelunasan hutang-hutang si mayat. Di situ Abu
Qathadah memindahkan kepemilikan sebagian
hartanya kepada si mayat untuk menunaikan hak
harta berupa hutang yang tentu saja tetap harus
dibayar oleh si mayit. Kisah ini juga menunjukkan
bahwa dalam masalah jaminan terdapat pihak
penjamin, yakni Abu Qathadah; yang dijamin, yakni
si mayit; dan pihak yang mendapatkan jaminan
(majhul). Jelas pula bahwa jaminan adalah
kewajiban penunaian hak harta tanpa suatu imbalan
apapun, karena Abu Qathadah yang bersedia
menjamin pembayaran hutang si mayit memang
tidak memperoleh apa-apa. Sementara, dalam kisah
di atas, pihak yang dijamin, yakni si mayat, dan
pihak yang mendapatkan jaminan, yakni orang yang
berpiutang adalah sama-sama majhul. Dengan



demikian hadits ini telah sangat jelas memuat syarat
sahnya agad jaminan (dhaman).

Berdasarkan ketentuan ini, agad jaminan pada
asuransi konvensional tidaklah memenuhi
keseluruhan syarat bagi sahnya sebuah agad
jaminan yang disahkan syariat. Dalam asuransi
memang seolah-olah terdapat pihak penjamin, yakni
perusahaan asuransi; pihak yang dijamin, yakni
nasabah; dan yang menerima jaminan yang
tergantung pada jenis asuransi. Bila asuransi jiwa
misalnya, berarti penerirna jaminan adalah ahli
waris. Bila asuransi kecelakaan, kebakaran dan
angkutan, yang menerima jaminan adalah nasabah
itu sendiri. Tapi, bila ditilik lebih jauh, dalam
asuransi itu sesungguhnya tidak ada pemindahan
hak seseorang kepada orang lain. Perusahaan
asuransi sendiri kenyataannya tidaklah menjaminkan
hartanya kepada seseorang dalam menunaikan
kewajiban pihak tertanggung (nasabah). Karenanya
perusahaan asuransi tidak bisa disebut pihak
penjarnin (dhamin).

Di sini juga tidak ada jamiman, karena tidak ada hak
harta yang harus ditunaikan oleh seseorang yang
dijamin. Tanggungan yang diberikan oleh
perusahaan asuransi berupa uang seharga barang
atau sejumlah uang yang diserahkari oleh
perusahaaan asuransi tersebut ternyata tidak
otomatis diterima oleh penerima tanggungan ketika
polis asuransi tersebut ditandatangani, baik secara
tunai maupun dibayarkan kemudian. Dengan
demikian perusahaan asuransi menjamin sesuatu



yang tidak wajib dilaksanakan.

Dalam sistem asuransi juga tidak ada pihak yang
dijamin (madhmun ‘anhu), karena perusahaan
asuransi tersebut tidak memberikan jaminan kepada
seseorang yang harus memenuhi suatu hak. Lagi
pula ketika perusahaan asuransi berjanji
menyerahkan pertanggurigan atau menyerahkari
uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau
hilangnya barang atau terjadinya kecelakaan, hal itu
sebenarnya merupakan imbalan dari sejumlah premi
yang diserahkan oleh pemegang polis (pihak
tertanggung). Dengan begitu jelaslah bahwa sistem
asuransi adalah jaminan dengan imbalan ini tentu
tidak sah, karena salah satu syarat sahnya jaminan
adalah apabila pemberi jaminan tersebut
berlangsung tanpa imbalan apapun. Karena itulah
secara keseluruhan asuransi adalah batil. Bila agad
asuransi batil, maka harta yang diperoleh adalah
haram karena diperoleh dengan jalan haram.

Takaful: Sebagai Alternatif

Sebagai kritik terhadap sistem asuransi konvensional
yang dinilai mengandung riba, judi dan
kedzaliman, di Indonesia telah berdiri perusahaan
asuransi Islam (Takaful). Perusahaan ini diyakini
berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah dalam
mua’amalah yang menyangkut prinsip jaminan,
syirkah, bagi hasil dan ta’awun atau takaful (saling
rnenanggung). Berasal dan bahasa Arab, takaful
berarti saling menanggung atau menanggung
bersama. Menilik pengertiannya, asuransi takaful



barangkali bisa digolongkan ke dalam bentuk
Asuransi Saling Menanggung.

Menurut para penggagas Takaful, setidaknya
terdapat tiga keberatan dalam praktek asuransi
konvensional. Pertama, unsur gharar atau
ketidakpastian. Kedua, rnaysir atau untung-
untungan, dan ketiga, riba. Ketidakpastian atau
gharar tercermin dalam bentuk akad dan sumber
dana klaim serta keabsahan syar’iy penenimaan
uang klaim. Peserta asuransi tahu berapa yang akan
diterima tapi tidak tahu berapa yang akan
dibayarkan karena hanya Allah saja yang
mengetahui kapari ia meninggal (dalam hal asuransi
jiwa). Agad yang terjadi dalarn asuransi
konvensional adalah ‘aqd tabadu lii, yakni
pertukaran pembayaran premi dengan uang
pertanggungan. Padahal dalam Islam, harus jelas
berapa yang akan kita bayar dan berapa yang akan
kita terima. Datam takaful unsur gharar
dihilangkan. Akad yang dipakai bukan akad
pertukaran tapi ‘aqd takafuli, yakni akad tolong
menolong dan saling menanggung. Artinya,
semua peserta asuransi Islam menjadi penjamin
satu sama lainnya. Kalau salah satu peserta
meninggal yang lain menanggung, demikian
sebaliknya.

Masih menyangkut gharar, dalam asuransi
konvensional ada ketidakjelasan menyangkut
sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak
mengetahui darimana dana pertanggungan berasal
manakala ia meninggal atau mendapat musibah



sebelum premi yang harus dibayarkannya terpenuhi.
Luas diketahui dana itu diperoleh dari sebagian
bunga yang didapatkan dari penyimpanan uang
premi para nasabah oleh perusahaan asuransi di
bank konvensional. Bahkan bisa dikatakan bahwa
dari bunga uang premi para nasabah itulah
perusahaan mendapat “keuntungan”, setetah
dipotong untuk biaya operasional dan kemungkinan
pembayaran uang tanggungan.

Dalam takaful, sejak awal nasabah telah diberi
tahu dari mana dana yang diterimanya berasal,
bila la meninggal atau mendapat musibah. Ini
dimungkinkan sebab setiap pembayaran premi sejak
awal telah dibagi menjadi dua. Pertama masuk ke
dalam rekening pemegang polis, dan kedua
dimasukkan ke rekening khusus peserta yang
diniatkan tabarru’ (membantu) atau sadagah
untuk membantu saudaranya yang lain,
misalnya dua persen (bisa berubah-ubah tergantung
jumlah pemegang polis; semakin banyak semakin
kecil) dan jumlah premi. Jika ada peserta yang
meninggal sebelum masa jatuh temponya habis,
kekurangan uang pertanggungan akan diambil dan
rekening khusus atau tabarru’ tadi.

Misalnya, seorang peserta mengambil waktu
pertanggungan 10 tahun, dengan premi Rp 1 juta
pertahun. Dari jumlah itu, dua persen (Rp 20 ribu)
dimasukkan ke rekening khusus (tabarru’) sehingga
rekening peserta menjadi Rp 980 ribu setahun.
Dalam 10 tahun terkumpul Rp 9,8 juta. Kareria ia
menitipkan uangnya pada perusahaan, peserta



berhak mendapat keuntungan bagi hasil, misalnya
70:30. Tujuh puluh persen untuk nasabah, sisanya
untuk perusahaan takaful.

Bila peserta tesebut meninggal pada tahun kelima
masa angsuran misalnya, ia akan mendapat dana
pertanggungan. Dana itu terdiri dan: rekening
peserta selama lima tahun (5 x Rp 980 ribu)
ditambah dengan bagi hasil selama lima tahun dan
uang tersebut, misalnya Rp 400 ribu, dan sisa premi
yang belum dibayarkan 5 x Rp ljuta Rp 5 juta. Dari
mana perusahaan takaful mendapat uang Rp 5 juta
ini ?. Bagian Lima juta inilah yang diambil dari dana
tabarru’ tadi.

Jika peserta tersebut mengundurkan diri pada tahun
kelima, ia mendapatkan kembali uang sebesar Rp
5,3 juta, yang terdiri dan Rp 4,9 juta dari rekening
peserta selama lima tahun dan Rp 400 ribu dari bagi
hasil selama lima tahun.

Dalam praktek asuransi konvensional, peserta yang
mengudurkan diri sebelum jangka waktu
pertanggungan habis biasanya tidak mendapat apa-
apa. Karena uang premi yang sudah dibayarkannya
dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itu hanya
sebagian kecil saja. Inilah yang dimaksud unsur
maysir (Judi) dalam asuransi konvensional. Dalam
praktek seperti ini, ada pihak yang (selalu)
diuntungkan, yakni perusahaan asuransi, dan ada
pihak yang dirugikan, yakni peserta. Memang kini
ada asuransi yang memungkinkan peserta
mengundurkan diri sebelum waktu pertanggungan



habis. Tapi biasanya perusahaan asuransi
menentukan sendiri batas waktu boleh tidaknya
uang yang sudah dibayarkan peserta ditarik kembali.
Misalnya tiga tahun. ini berarti sebelum tiga tahun
(sebelum reversing period) peserta tidak bisa
mengambil uangnya jika karena sesuatu hal
mengundurkan diri. Selepas tiga tahun, peserta
memang boleh mengambil kembali uangnya, tapi
biasanya dipotong biaya administrasi.

Dalam takaful, reversing period atau masa
dibolehkannya peserta mengambil uang yang telah
dibayarkan (mengundurkan diri atau membatalkan
kontrak) adalah sepanjang waktu pertanggungan.
Kendati peserta baru membayar satu kali angsuran
misalnya, ia berhak mendapatkan kembali uangnya
jika mengundurkan diri, kecuali sebagian kecil yang
dipotong untuk dana tabarru’.

Asuransi konvensional biasanya menginvestasikan
dananya atas dasar perhitungan bunga. Begitu juga
jika mereka harus meminjam uang dari bank.
Artinya, unsur riba di sini sangat dominan. Takaful
menghilangkan praktek ini. Kalaupun perusahaan
takaful memutarkan uang nasabah ke pihak lain,
perhitungan keuntungannya atas dasar bagi hasil.
Pendek kata mereka hanya mau menempatkan
dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip
syari’ah. Selisih nisbah pembagian keuntungan
antara perusahaan takaful dengan bank syari’ah
penyalur dana (BMI) -harus demikian karena
menurut UU yang berlaku, perusahaan asuransi
hanya boleh menghimpun dana tapi tidak boleh



menyalurkan dana dengan pembagian keuntungan
antara perusahaan asuransi dengan nasabah itulah
yang menjadi keuntungan perusahaan takaful.

Beberapa Pertanyaan ?

Kendati sekilas tampaknya semua mekanisme
takaful Islam telah berjalan sesuai syari’ah, tapi tak
urung mengundang sejumlah pertanyaan. Pada
pokoknya pertanyaan tersebut berpangkal pada dua
perkara yakni: Pertama, tentang terpenuhi
tidaknya syarat bagi sahnya agad jaminan
serta terpenuhi tidaknya syarat dalam agad
jaminan yang disahkan syara’; dan Kedua,

seputar kedudukan perusahaan takaful itu
sendiri: apakah ia berperan sebagai perus-
ahaan penjamin, ataukah sebagai perusahaan
pengelola dana nasabah (mudharib), atau
hanya sekedar sebagai pialang (broker) yang
mempertemukan nasabah sebagai pemilik dana
dengan pengusaha.

Menurut figh Islam, sebagaimana disebut oleh Syekh
Taqgiyyudin al-Nabhani ddi atas, terdapat lima rukun
dhaman, yakni adanya pihak yang menjamin
(dhamin), yang dijamin (madhmun ‘arihu) dan yang
menerima jaminan (madhmun Jahu), dan adanya
barang atau beban (harta) yang harus ditunaikan,
yakni sebagaimana disebut oleh hadits di atas,
berupa hak harta yang wajib dibayar atau akan jatuh
tempo pemenuhannya, serta adanya ikrar atau ijab
gabul. Nah, sudahkan kelima rukun ini lengkap ada



dalam asuransi takaful?

Pada sisi lain ada kesamaran dalam mekanisme
asuransi taka.ful. Bila dikaji lebih jauh, di dalam
mekanisme kerja asuransi takaful agaknya
berlangsung dua aqgad sekaligus, yakni agad
saling menanggung diantara para nasabah
(agad takafuli) dan agad syarikat antara
nasabah dan perusahaan takaful yang
dibuktikan dengan adanya bagi hasil uang
nasabah yang disirnpan perusahaan asuransi
takaful. Dalam hal agad saling menanggung,
siapakah yang menjadi penanggung dan yang
ditanggung? Bila agad dalam Takaful adalah agad
takafuli antar peserta, pernahkan agad itu
berlangsung sebagaimana mestinya diantara mereka
sendiri? Bila diantara nasabah sudah bisa saling
menanggung, lalu apa fungsi perusahaan asuransi
Takaful? Maksudnya, dalam hal ini kedudukan
perusahaan Takaful sebagai apa? Apakah sebagai
pihak pengelola dana nasabah? Bila sebagai
pengelola dana nasabah, mengapa disebut
perusahaan Takaful, mengapa bukan perusahaan
biasa sebagaimana yang lain?

Tapi, benarkah perusahaan asuransi Takaful
bertindak sebagai pengelola dana nasabah? Ternyata
tidak, karena dana yang dikumpulkan tidak dikelola
sendiri (menurut UU yang berlaku Takaful termasuk
lembaga keuangan non bank yang hanya boleh
menghimpun dana tapi tidak boleh menyalurkan
apalagi memutarnya sendiri) melainkan disalurkan
ke BMI. ltupun oleh BMI, karena juga tidak boleh



berusaha (lembaga keuangan bank menurut UU
hanya boleh menghimpun dan menyalurkan dana,
tapi tidak boleh berusaha), disalurkan lagi kepada
pengusaha. Karena bukan sebagai lembaga
pengelola, maka semestinya perusahaan Takaful
hanya berfungsi sebagai pialang (perantara) antara
nasabah dan pengusaha (yang dalam faktanya
itupun tidak pernah ada), ataupun wakil nasabah
dalam berhadapan dengan pengusaha. Sebagai
perantara, Takaful berhak mendapat komisi. Sedang
sebagai wakil, Takaful bisa mendapat imbalan (ujrah
atau ‘iwad). Tapi dalam kenyataannya, mengapa
perusahaan memungut bagi hasil, dan karenanya
juga menanggurig kerugian?

Mencari Alternatif

Beberapa pertanyaan di atas tidak lain demi
kesempurnaan mu’amalah secara Islamiy. Sebab,
penyimpangan atau ketidaksesuaian setiap bentuk
mu’amalah dari ajaran Islam hanya akan
mengurangi atau bahkan menghilangkan kehalalan
harta yang diperoleh.

Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai
berikut: Akad saling menanggung bisa
dilakukan diantara para peserta. Jadi sejumlah
para nasabah membentuk kesepakatan bersama
untuk saling menanggung dengan cara
mengumpulkan sejumlah uang. Bisa pula disepakati
dana yang dikumpulkan dipakai sebagai modal
usaha yang diputar oleh sebuah perusahaan,
dimana sebagian atau seluruh keuntungan itulah



yang digunakan sebagai dana tanggungan. Bila
berlebih, bisa disepakati lebih jauh untuk
menanggung orang lain yang bukan anggota takaful.
“Perusahaan Takaful” (bisa dicari nama lain yang
lebih netral) dalam hal ini bisa berperan sebagai
wakil kedua belah pihak (pengusaha dan para
nasabah), yang mengurusi segala hal yang berkaitan
dengan kegiatan takaful. Lembaga ini memperoleh
dana bisa dari pungutan biaya administrasi dari para
nasabah atau imbalan baik dari nasabah ataupun
pengusaha. Dana tersebut lebih banyak digunakan
untuk biaya operasional atau mengembangkan
kegiatan takaful. Bukan untuk mencari keuntungan.
Dengan demikian lembaga itu didirikan memang
untuk kegiatan nirlaba, yang berbeda sama sekali
baik dan falsafah pendirian, tujuan, maupun tata
kenjanya dengan perusahaan asuransi dalam sistem
kapitalis.



